SALINAN

Menimbang :

Mengingat

BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

bahwa untuk memberikan daya ungkit dan dorongan
yang efektif dan efisien di bidang ketahanan pangan,
perlu dilaksanakan secara terpadu seluruh pemangku
kepentingan melalui berbagai kebijakan dan strategi
ketahanan pangan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,
Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab
atas ketersediaan pangan, sehingga perlu adanya
peningkatan ketahanan pangan yang berkelanjutan;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan

Ketahanan Pangan;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang . . .



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang
Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang
Dewan Ketahanan Pangan;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/ Permentan/
OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN
KETAHANAN PANGAN.

BABI. ..



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Pati

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Bupati adalah Bupati Pati.

Perangkat Daerah adalah wunsur Pembantu Bupati
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber
hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan,
perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang
diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia,
termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan,
dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses
penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan
atau minuman.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan
bagi negara sampai dengan perseorangan, yang
tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik
jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi,
merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan
agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat
hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan;
Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat
atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan
keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi
standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan

kesehatan masyarakat.

8. Gizi. . .



(1)

(2)

Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam
Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak,
vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang
bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia..
Diversifikasi pangan adalah suatu proses pemanfaatan
dan pengembangan suatu bahan pangan sehingga

penyediaannya semakin beragam.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Pembangunan ketahanan pangan dimaksudkan untuk
untuk mewujudkan Kabupaten Pati mandiri pangan dan
bebas dari kerawanan pangan;
Pembangunan ketahanan pangan bertujuan memenuhi
kebutuhan dan mengatasi kerawanan pangan serta
menjadikan Kabupaten Pati yang berketahanan dan
mandiri pangan.

BAB III

SASARAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN

Pasal 3

Sasaran pembangunan ketahanan pangan adalah :

a.

(1)

memenuhi ketersediaan dan kebutuhan pangan
khususnya makanan serealia.
meningkatkan kualitas pelayanan akses pangan dan
penghidupan masyarakat dalam mendapatkan pangan.
meningkatkan kualitas penanganan pada aspek
pemanfaatan pangan.
upaya mitigasi untuk mengantisipasi terjadinya
kerawanan pangan.

BAB IV
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN

Pasal 4
Kebijakan pembangunan ketahanan pangan meliputi :
a. kebijakan dalam ketersediaan pangan;

b. kebijakan dalam akses terhadap pangan;

c. kebijakan . . .



C.

d.

kebijakan dalam pemanfaatan pangan;

kebijakan dalam kerentanan pangan.

(2) Rincian kebijakan pembangunan ketahanan pangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a.

Kebijakan pembangunan ketahanan pangan dalam
ketersediaan pangan meliputi: optimalisasi fungsi
lahan pertanian yang diperuntukan untuk pangan,
penguatan kapasitas kelembagaan yang terlibat pada
pertanian tanaman pangan, dan pemerataan
distribusi pangan;

Kebijakan pembangunan ketahanan pangan dalam
akses terhadap pangan meliputi: pengentasan
kemiskinan, dan peningkatan kualitas pelayanan
akses listrik pedesaan;

Kebijakan pembangunan ketahanan pangan dalam
pemanfaatan pangan meliputi: penanganan
kesehatan terkait pangan dan gizi, peningkatan
kualitas pelayanan akses air bersih pedesaan, dan
peningkatan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan,;
Kebijakan pembangunan ketahanan pangan dalam
mengatasi kerentanan pangan meliputi: antisipasi
kerawanan lahan pertanian pangan, dan mitigasi
penanganan puso dan banjir pada lahan pertanian
pangan.

BAB V

STRATEGI PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN

Pasal 5

(1) Strategi yang dilakukan dalam mendukung pelaksanaan

kebijakan pembangunan ketahanan pangan meliputi:

a.

strategi dalam optimalisasi fungsi lahan pertanian
yang diperuntukkan untuk pangan;

strategi dalam penguatan kapasitas kelembagaan
yang terlibat pada pertanian tanaman pangan,;
strategi dalam Pemerataan distribusi pangan;

strategi dalam pengentasan kemiskinan;

e. strategi . . .



strategi dalam peningkatan kualitas pelayanan akses
listrik pedesaan;

strategi dalam penanganan kesehatan terkait pangan
dan gizi;

strategi dalam peningkatan kualitas pelayanan akses
air bersih pedesaan;

strategi dalam peningkatan kualitas pelayanan
fasilitas kesehatan;

strategi dalam antisipasi kerawanan lahan pertanian
pangan;

strategi dalam mitigasi penanganan puso dan banjir

pada lahan pertanian pangan.

(2) Rincian strategi dalam mendukung pelaksanaan

kebijakan pembangunan ketahanan pangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

strategi dalam optimalisasi fungsi lahan pertanian
yang diperuntukan untuk pangan, meliputi:
diversifikasi pangan, intensifikasi pertanian pangan,
dan pengembangan konsep desa mandiri pangan.
strategi dalam penguatan kapasitas kelembagaan
yang terlibat pada pertanian tanaman pangan,
meliputi: mensinergikan peran Badan Usaha Milik
Desa (BUMDES) dan Gabungan Kelompok Tani
(Gapoktan) dalam bidang pertanian dan pemasaran
hasil pertanian, dan pemanfaatan teknologi dalam
pertanian.

strategi dalam Pemerataan distribusi pangan,
meliputi: pengembangan lumbung pangan, dan
jaringan pasar induk terintegrasi dalam distribusi
pangan.

strategi dalam pengentasan kemiskinan, meliputi:
Peningkatan Pendapatan in-situ petani, perencanaan
bantuan pangan non tunai, dan pembukaan

lapangan kerja potensial di tiap wilayah;

e. strategi . . .



(1)

e. strategi dalam peningkatan kualitas pelayanan akses
listrik pedesaan adalah pemerataan jaringan listrik di
seluruh pedesaan Kabupaten Pati;

f. strategi dalam penanganan kesehatan terkait pangan
dan gizi, meliputi: peningkatan informasi mengenai
gizi pada keluarga, percepatan penganekaragaman
konsumsi pangan dan gizi, dan program perencanaan
persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K);

g. strategi dalam peningkatan kualitas pelayanan akses
air bersih pedesaan adalah pemerataan jaringan air
bersih di seluruh pedesaan Kabupaten Pati;

h. strategi dalam peningkatan kualitas pelayanan
fasilitas kesehatan, meliputi: peningkatan fasilitas
dan standar pelayanan fasilitas kesehatan di tiap
kecamatan dan kelurahan, dan pembentukan tim
pembina keluarga;

i. strategi dalam antisipasi kerawanan lahan pertanian
pangan, meliputi: perencanaan dan pengembangan
konsep asuransi lahan pertanian, dan pembangunan

embung-embung pada lahan potensial kekeringan;

j- strategi dalam mitigasi penanganan puso dan banjir

pada lahan pertanian pangan, meliputi: koleksi data
berbasis informasi geografis pada lahan yang terjadi
puso dan banjir, pemulihan kondisi lahan terkena
dampak puso dan banjir, dan pemberian bantuan

petani terkena dampak puso dan banjir.

BAB VI
PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
Pasal 6
Pemerintah ~ Daerah  melalui  Perangkat  Daerah
melaksanakan kebijakan pembangunan ketahanan
pangan sesuai dengan kewenangan serta tugas pokok

dan fungsinya masing-masing.

(2) Dalam . . .



(2) Dalam mendorong keikutsertaan masyarakat dalam
penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan dapat
dilakukan dengan :

a. memberikan informasi dan pendidikan yang
berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan
pangan;

b. strategi meningkatkan motivasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan;

c. strategi meningkatkan kemandirian rumah tangga
dalam mewujudkan pembangunan ketahanan
pangan.

Pasal 7

(1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan dalam
mewujudkan pembangunan ketahanan pangan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) antara lain berupa :

a. melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi
pangan;

b. menyelenggarakan cadangan pangan masyarakat;

c. melakukan pencegahan dan  penanggulangan

masalah pangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Kebijakan dan strategi pembangunan ketahanan pangan
Kabupaten Pati dilaksanakan sesuai dengan indikasi
program sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar . ..



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 28 Januari 2019
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 28 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
'S
= 7~

'

SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina
NIP. 19720424 199703 2 010




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN

No ) ] Tahun ‘ Lokasi Kegiatan Sumber . .
. Strategi Kegiatan / Program 2019 2020 2021 2022 pendanaan Instansi terkait
1 | Diversifikasi Sosialiasi dalam mendorong Usaha Seluruh Kecamatan APBD e Dinas Pertanian
Pangan Kecil dan Menengah  untuk Sumber e Bappeda
menghasilkan produk makanan Dana Lain | eDinas Koperasi
setengah jadi berbasis bahan lokal dan UMKM
pada skala besar
2 | Intensifikasi Penguatan program Sapta Tani Seluruh Kecamatan APBD e Dinas Pertanian
Pertanian (Pengolahan tanah yang baik, Sumber ¢ Dinas Ketahanan
Pangan Pengairan/irigasi yang teratur, Dana Lain Pangan
Pemilihan bibit unggul,
Pemupukan, Pemberantasan hama
dan penyakit tanaman, Pasca
Panen dan Pemasaran.
Pemanfaatan lahan dengan Seluruh Kecamatan APBD ¢ Dinas Pertanian
penanaman tanaman ubi / ketela Sumber ¢ Dinas Ketahanan
pada lahan terbatas seperti di Dana Lain Pangan
pekarangan/halaman. e Perangkat
Desa/Kelurahan/

Kecamatan




No

Strategi

Kegiatan / Program

Tahun

Lokasi Kegiatan

2019

2020

2021

2022

Sumber
pendanaan

Instansi terkait

Pengembangan
konsep Desa
Mandiri Pangan

Tahap persiapan (Seleksi Lokasi
Sasaran, Penetapan Pendamping,
Penetapan Koordinator
Pendamping, Penyusunan Data
Dasar Desa, Penetapan kelompok,
Sosialisasi Kegiatan,
Pendampingan, Pelatihan,
Penyaluran Bansos)

Seluruh Kecamatan

APBN
APBD

e Dinas Pertanian
e Dinas Ketahanan
Pangan

Tahap penumbuhan
(Pemberdayaan masyarakat
melalui: pelatihan, peningkatan
aksessibilitas masyarakat, dan
penguatan kelembagaan;
Pengembangan sistem ketahanan
pangan untuk  pembangunan
sarana cadangan pangan, dan
penguatan dasa wisma dalam
penganekaragaman konsumsi;
Koordinasi lintas sektor untuk
dukungan sarana dan prasarana
perdesaan)

Seluruh Kecamatan

APBN
APBD

e Dinas Pertanian
e Dinas Ketahanan
Pangan

Tahap pengembangan
(Pemberdayaan masyarakat untuk
peningkatan keterampilan dan
akses permodalan; Pengembangan
sistem ketahanan pangan dengan
penumbuhan cadangan pangan
dan pemanfaatan sumberdaya
pangan; Dukungan lintas sektor
untuk dukungan pembangunan
sarana dan prasarana perdesaan)

Seluruh Kecamatan

APBN
APBD

e Dinas Pertanian
e Dinas Ketahanan
Pangan




No . . Tahun ‘ Lokasi Kegiatan Sumber . .
Strategi Kegiatan / Program 2019 2020 2021 2022 ‘ pendanaan Instansi terkait
Tahap kemandirian Seluruh Kecamatan | APBN ¢ Dinas Pertanian
(Pemberdayaan masyarakat untuk APBD ¢ Dinas Ketahanan
peningkatan layanan dan jaringan Pangan
usaha; Pengembangan  sistem
ketahanan pangan untuk
pengembangan diversifikasi
produksi, pengembangan akses
pangan, pengembangan jaringan
pemasaran, dan
penganekaragaman konsumsi;
Pemanfaatan, pemeliharaan
sarana dan prasarana perdesaan)
S Sinergisitas Mapping tugas dan peran Seluruh Kecamatan APBD e Dinas Pertanian
BUMDES BUMDES dan Gapoktan dalam
dengan bidang pertanian dan pemasaran
Gapoktan
Sosialisasi Pembentukan  LSM Seluruh Kecamatan APBD e Dinas Pertanian
“Peduli Tani” yang bergerak dalam Dana Desa | e Dinas Ketahanan
memperhatikan nasib para petani Sumber Pangan
(memperjuangkan aspirasi dan dana lain | e Petani
pengurusan asuransi ketika petani e Perangkat Desa
mengalami bencana gagal panen
6 Pemanfaatan Menggalakkan kreativitas anak- Seluruh Kecamatan | APBD e Dinas Pertanian
teknologi anak bangsa pada penciptaan Sumber e Dinas Ketahanan
pertanian teknologi dibidang pemanfaatan dana lain Pangan
pangan bahan makanan lokal e Bappeda
Menjalin kerjasama dengan pihak Seluruh Kecamatan | APBD ¢ Dinas Pertanian
industri atau swasta kaitannya CSR e Dinas Ketahanan
dengan pembuatan mesin modern Sumber Pangan
pertanian dana lain

e Bappeda




pedesaan

No . . Tahun Lokasi Kegiatan Sumber . .
) Strategi Kegiatan / Program 2019 2020 2021 2022 ‘ pendanaan Instansi terkait
7 Pengembangan | Pembentukan Lumbung Pangan Seluruh Kecamatan APBD e Dinas Pertanian
Lumbung Masyarakat dan kepengurusan Sumber ¢ Dinas Ketahanan
Pangan dana lain Pangan
Pemantauan kinerja dan hasil Seluruh Kecamatan APBD e Dinas Pertanian
Lumbung Pangan Masyarakat Sumber Dinas Ketahanan
dana lain Pangan
Bantuan fasilitasi Lumbung Seluruh Kecamatan APBD e Dinas Pertanian
Pangan Masyarakat Sumber Dinas Ketahanan
dana lain Pangan
8 Jaringan Pasar | Pengembangan Pusat Pasar Induk Kecamatan Pati APBD ¢ Dinas Pertanian
Induk Pertanian Sumber Dinas Ketahanan
Terintegrasi dana lain Pangan
dalam distribusi ¢ Bappeda
pangan
Pengembangan sub-pusat Pasar Seluruh Kecamatan | APBD e Dinas Pertanian
Induk Pertanian Sumber ¢ Dinas Ketahanan
dana lain Pangan
¢ Bappeda
9 Peningkatan Kerjasama antar petani untuk Seluruh Kecamatan | APBD ¢ Dinas Pertanian
Pendapatan In- | integrasi proses hulu-hilir rantai Sumber ¢ Dinas Ketahanan
situ produksi makanan dana lain Pangan
e Petani
e Perangkat
Desa/Kelurahan/
Kecamatan
Bantuan pinjaman modal usaha Seluruh Kecamatan | APBN e Kementrian Desa
melalui program nasional Sumber e Perbankan
pemberdayaan masyarakat Dana Lain




No . . Tahun ‘ Lokasi Kegiatan Sumber . .
) Strategi Kegiatan / Program 2019 2020 2021 2022 ‘ pendanaan Instansi terkait
10 | Perencanaan Identifikasi dan Verifikasi Data Seluruh Kecamatan APBN e Dinas Sosial
Bantuan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) APBD Kabupaten
Pangan non e Perangkat
Tunai Kecamatan &
Kelurahan
Pemetaan ketersediaan Ewarong Seluruh Kecamatan | APBN e Kementrian Sosial
untuk BPNT beserta kesiapan APBD e Dinas Sosial
kelembagaanya. e Perbankan
Evaluasi pelaksanaan BPNT Seluruh Kecamatan | APBN e Kementrian Sosial
APBD ¢ Dinas Sosial
11 | Pembukaan Program Penumbuhan Seluruh Kecamatan APBN e Dinas Pertanian
lapangan kerja | Wirausahawan Muda Pertanian APBD
potensial di tiap | (PWMP)
wilayah
Pemberian bantuan modal usaha Seluruh Kecamatan | APBN e Dinas Pertanian
kepada wirausahawan baru di APBD e Perbankan
bidang pertanian dan industri Sumber
kreatif Dana Lain
12 | Pemerataan Pemetaan geografis masyarakat Desa Semerak & APBD e Dinas PU-TR

jaringan listrik
di pedesaan

yang belum mendapatkan akses
listrik desa

Cebolek Kidul
(Margoyoso), Desa
Singgingwarno
(Gabus), Desa
Bakaran Kulon
(Juwana), Desa
Keboromo,
Margomulyo,
Sendangrejo (Tayu),
Desa Muktiharjo
(Margorejo), Desa
Boto (Jaken).

e PLN




No

Strategi

Kegiatan / Program

Tahun

‘ Lokasi Kegiatan

2019

2020

2021

2022 |

Sumber
pendanaan

Instansi terkait

Memberikan pra-elektrifikasi,
melalui pembagian Lampu Tenaga
Surya Hemat Energi (LTSHE).

Desa Semerak &
Cebolek Kidul
(Margoyoso), Desa
Singgingwarno
(Gabus), Desa
Bakaran Kulon
(Juwana), Desa
Keboromo,
Margomulyo,
Sendangrejo (Tayu),
Desa Muktiharjo
(Margorejo), Desa
Boto (Jaken).

APBD
Sumber
Dana Lain

e Menteri ESDM
e PLN
¢ Dinas PU-TR

Perluasan Jaringan Listrik

Desa Semerak &
Cebolek Kidul
(Margoyoso), Desa
Sunggingwarno
(Gabus), Desa
Bakaran Kulon
(Juwana), Desa
Keboromo,
Margomulyo,
Sendangrejo (Tayu),
Desa Muktiharjo
(Margorejo), Desa
Boto (Jaken).

BUMN

e PLN

13

Peningkatan
informasi
mengenai gizi
pada keluarga

Program Pemenuhan Gizi Ibu
Hamil

Desa Dukuhseti,
Ngagel, Kembang
(Dukuhseti), Desa
Ngemplak Kidul
(Margoyoso), Desa
Kutoharjo (Pati),

APBD
Sumber
Dana Lain

e Dinas Kesehatan




No . . Tahun ‘ Lokasi Kegiatan Sumber . .
Strategi Kegiatan / Program 2019 2020 2021 2022 ‘ pendanaan Instansi terkait
Desa Gembong
(Gembong)
Program Pemberian ASI Eksklusif Desa Dukuhseti, APBD e Dinas Kesehatan
pada Bayi Ngagel, Kembang Sumber
(Dukuhseti), Desa Dana Lain
Ngemplak Kidul
(Margoyoso), Desa
Kutoharjo (Pati),
Desa Gembong
(Gembong)
14 | Percepatan Pendidikan penganekaragaman Seluruh Kecamatan APBD e Dinas Pendidikan
Penganekaraga | konsumsi pangan secara Sumber
man Konsumsi | sistematis melalui pendidikan Dana Lain
Pangan dan Gizi | formal dan non formal kepada
anak usia dini
Penyuluhan kepada ibu rumah Desa Dukuhseti, APBD ¢ Dinas Kesehatan
tangga dan remaja, terutama ibu Ngagel, Kembang Sumber
hamil, ibu menyusui, dan wanita (Dukuhseti), Desa Dana Lain
usia subur tentang manfaat Ngemplak Kidul
mengkonsumsi pangan yang (Margoyoso), Desa
beragam bergizi seimbang dan Kutoharjo (Pati),
aman. Desa Gembong
(Gembong)
Fasilitasi pengembangan bisnis Seluruh Kecamatan | APBD e Dinas Pertanian
pangan  baik  segar, olahan Sumber ¢ Dinas Ketahanan
maupun siap saji yang berbasis Dana Lain Pangan
sumberdaya lokal, fasilitasi akses ¢ Dinas Koperasi
permodalan serta  fasilitasi dan UMKM
produksi dan pemasaran
Pemberian penghargaan kepada Seluruh Kecamatan APBD e Dinas Pertanian
kelompok masyarakat yang dinilai Sumber e Dinas Ketahanan
telah berperan sebagai pelopor Dana Lain Pangan




No . . Tahun ‘ Lokasi Kegiatan Sumber . .
Strategi Kegiatan / Program 2019 2020 2021 2022 ‘ pendanaan Instansi terkait
dalam menjalankan dan
memajukan upaya percepatan
penganekaragaman konsumsi
pangan berbahan baku lokal.
Penerapan standar mutu dan Seluruh Kecamatan APBD e Dinas Pertanian
keamanan pangan pada Usaha Sumber ¢ Dinas Ketahanan
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dana Lain Pangan
pangan  berbasis = sumberdaya ¢ Dinas Koperasi
lokal. dan UMKM
15 | Program Program Antenatal Care (ANC) Seluruh Kecamatan APBD e Dinas Kesehatan
Perencanaan yang meliputi timbang berat Sumber
Persalinan dan | badan, Ukur Tekanan darah, Ukur Dana Lain
Pencegahan Tinggi fundus uteri, Pemberian
Komplikasi imunisasi TT, Pemberian Tablet zat
(P4K) besi, Tes terhadap penyakit
menular seksual, Temu wicara
dalam rangka persiapan rujukan
Sosialisasi Program menghindari Seluruh Kecamatan APBD e Dinas Kesehatan
4T. 4T adalah Terlalu tua, Terlalu Sumber e Dinas Sosial
muda, Terlalu banyak dan Terlalu Dana Lain
dekat.
Program Perilaku Hidup Bersih Seluruh Kecamatan | APBD e Dinas Kesehatan
dan Sehat Sumber
Dana Lain
16 | Peningkatan Peningkatan program pamsimas di Desa Tondokerto & APBD e Dinas PU-PR
jaringan Desa susah air Bungasrejo Sumber e Dispermades
prasarana air (Jakenan), Desa Dana Lain
bersih pedesaan Tanjang (Gabus)
Penyediaan  sarana  prasarana Seluruh Kecamatan | APBD e Dinas PU-PR
jaringan pipa air bersih untuk Sumber e Dispermades
masyarakat Dana Lain | ¢« PDAM
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Program pengembangan sistem Desa Tondokerto & APBD e Dinas PU-PR
penyediaan air minum (SPAM) Bungasrejo BUMN e PDAM
(Jakenan), Desa
Tanjang (Gabus)

17 | Peningkatan Penggalangan komitmen Seluruh Kecamatan APBD e Dinas Kesehatan
fasilitas dan peningkatan  pelayanan  mutu ¢ UPT Fasilitas
standar Fasilitas kesehatan kesehatan
pelayanan
fasilitas
kesehatan di
tiap kecamatan
dan kelurahan

18 | Pembentukan Pembentukan dan Penerbitan SK Seluruh Kecamatan | APBD e Dinas Kesehatan
tim pembina Tim Pembina Keluarga di tiap ¢ UPT Fasilitas
keluarga Fasilitas kesehatan kesehatan

19 |Perencanaan Mengembangkan pola penjaminan Seluruh Kecamatan APBD e Dinas Pertanian
dan kredit dan pola pendampingan CSR e Dinas Koperasi
pengembangan UMKM agribisnis Sumber dan UMKM
konsep asuransi dana lain | ¢ Perbankan
lahan pertanian

Meningkatkan kerjasama dengan Seluruh Kecamatan APBD e Dinas Pertanian
lembaga keuangan dan negara CSR ¢ Dinas Koperasi
donor di luar negeri untuk Sumber dan UMKM
pengembangan pembiayaan dana lain | e Perbankan
agribisnis
Sosialisasi sistem kerja asuransi Kecamatan Gabus, APBD e Dinas Pertanian
lahan pertanian jika terjadi gagal Kecamatan Jakenan, | CSR e Dinas Ketahanan
panen atau bencana alam Kecamatan Sumber Pangan
Dukuhseti dana lain e Perbankan
Kecamatan Juwana, e Petani

Kecamatan Pati,
Kecamatan Sukolilo
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20 | Penanganan Pengerukan saluran untuk Kecamatan Gabus, APBD e Dinas Pertanian
teknis lahan melokalisir air sehingga dapat di Kecamatan Jakenan, | Dana desa | ¢ Dinas PU-TR
pertanian pompa pada saat banjir Kecamatan Sumber
Dukuhseti dana lain
21 | Pembangunan Pembangunan embung-embung Kecamatan Gabus, APBD e Dinas Pertanian
embung- pada lahan potensial kekeringan Kecamatan Jakenan, | Dana desa | e Dinas PU-TR
embung pada Kecamatan Sumber
lahan potensial Dukuhseti dana lain
kekeringan
22 | Koleksi data Pemetaan daerah terkena banjir Kecamatan Gabus, APBD e Dinas Pertanian
berbasis dan puso berbasis sistem Kecamatan Jakenan, | Sumber e Dinas Ketahanan
informasi informasi geografis Kecamatan dana lain Pangan
geografis pada Dukuhseti e Bappeda
lahan yang Kecamatan Juwana,
terjadi puso dan Kecamatan Pati,
banjir Kecamatan Sukolilo
23 | Pemulihan Pemberian bantuan pompa pada Kecamatan Gabus, APBD e Dinas Pertanian
kondisi lahan daerah lahan yang sering terkena Kecamatan Jakenan, | Dana desa | e BPBD
terkena dampak | banjir Kecamatan Sumber
puso dan banjir Dukuhseti dana lain
Program Cetak Sawah Baru Kecamatan Gabus, APBD e Dinas Pertanian
Kecamatan Jakenan, | Dana desa | ¢« BPBD
Kecamatan Sumber
Dukuhseti dana lain
Kecamatan Juwana,
Kecamatan Pati
Perbaikan Saluran Irigasi Kecamatan Gabus, APBD e Dinas Pertanian
pertanian Kecamatan Jakenan, | Dana desa | ¢« BPBD
Kecamatan Sumber ¢ Dinas PU-TR
Dukuhseti dana lain

Kecamatan Juwana,
Kecamatan Pati
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24 | Pemberian Penyediaan sarana pengendalian Kecamatan Gabus, APBN e Dinas Pertanian
bantuan petani | berupa 3 jenis pestisida Kecamatan APBD
terkena dampak | (buprofezin, BPMC, MIPC) Dukuhseti Sumber
puso dan banjir Kecamatan Juwana, | dana lain
Kecamatan Pati.
Bantuan benih padi varietas Kecamatan Gabus, APBN e Dinas Pertanian
tahan/toleran WBC (wereng Kecamatan APBD
batang coklat) seperti Inpari 31 Dukuhseti Sumber
dan 33 Kecamatan Juwana, | dana lain

Kecamatan Pati.

BUPATI PATI,
ttd.
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